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ABSTRAK

Pertumbuhan ekonomi digital telah menimbulkan tantangan baru dalam sistem
perpajakan global, termasuk di Indonesia. Salah satu isu utama adalah
ketidakmampuan sistem perpajakan tradisional untuk menjangkau perusahaan
digital asing seperti Netflix, yang memperoleh penghasilan dari konsumen
Indonesia tanpa kehadiran fisik. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan model
kebijakan pemajakan digital yang adil dan kontekstual. Penelitian ini menggunakan
pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus interpretatif. Data diperoleh dari
wawancara semi terstruktur dengan empat kelompok informan utama: otoritas
pajak, akademisi pajak, praktisi pajak, dan pengguna aktif layanan Netflix. Teknik
analisis yang digunakan adalah analisis tematik, dibantu perangkat lunak NVivo 15,
berdasarkan enam tahapan: pemilihan dan pemilahan manuskrip wawancara,
pemilihan kata kunci, pembuatan kode data, pengembangan tema, interpretasi
konseptual, dan pengembangan model konseptual. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut atas Perdagangan Melalui
Sistem Elektronik (PMSE) telah berhasil diterapkan secara administratif dan
memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara dari sisi konsumsi digital.
Namun, mekanisme ini belum menyentuh aspek Pajak Penghasilan (PPh) karena
keterbatasan konsep Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang masih berlandaskan
kehadiran fisik. Konsep value creation, teori kedaulatan negara, dan prinsip
Significant Economic Presence (SEP) menjadi dasar penting dalam perumusan
kebijakan yang lebih berkeadilan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan
regulasi domestik, edukasi konsumen, reformasi skema pemajakan melalui
pendekatan ekonomi digital, serta keterlibatan aktif Indonesia dalam konsensus
multilateral seperti Pilar 1 Organisation for Economic Co-operation and
Development (OECD) untuk mewujudkan sistem perpajakan digital yang inklusif,
adil, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Pajak Digital, Netflix, PPN PMSE, Bentuk Usaha Tetap (BUT),
Significant Economic Presence (SEP)
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STREAMING WITHOUT TAX: A STUDY OF DIGITAL
TAXATION ON NETFLIX IN INDONESIA

Putu Gistya Candradari
2115654055
(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRACT

The growth of the digital economy has created new challenges for the global tax
system, including in Indonesia. One key issue is the inability of traditional tax
systems to address foreign digital companies like Netflix, which generate revenue
from Indonesian consumers without a physical presence. This study aims to
formulate a fair and contextual digital tax policy model. This study uses a
qualitative approach with an interpretive case study design. Data were obtained
from semi-structured interviews with four key informant groups. tax authorities, tax
academics, tax practitioners, and active Netflix users. The analysis technique used
was thematic analysis, assisted by NVivo 15 software, based on six stages. selection
of quotations, keyword selection, data coding, theme development,
conceptualization, and development of conceptual model. The results show that the
PMSE VAT has been successfully implemented administratively and contributes to
state revenue from digital consumption. However, this mechanism has not yet
addressed the Income Tax (PPh) aspect due to the limitations of the Permanent
Establishment (PE) concept, which is still based on physical presence. The concept
of value creation, the theory of state sovereignty, and the principle of Significant
Economic Presence (SEP) form an important basis for formulating more equitable
policies. This study recommends strengthening domestic regulations, educating
consumers, reforming taxation schemes through a digital economy approach, and
actively engaging Indonesia in multilateral consensuses such as Pillar 1 of the
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) to realize an
inclusive, equitable, and sustainable digital tax system.

Keywords: Digital Tax, Netflix, PMSE VAT, Permanent Establishment,
Significant Economic Presence
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Melalui proses panjang revolusi digital pajak, saat ini pajak telah memulai
babak baru dengan bertransformasi menjadi sistem yang lebih transparan,
efektif, dan akuntabel (Supriadi, 2024). Transformasi digital dalam perpajakan
ini tidak terlepas dari pesatnya pertumbuhan ekonomi digital secara global,
termasuk di Indonesia. Melalui penyebaran internet dan komunikasi seluler,
teknologi telah menjadi atribut utama globalisasi (Limna et al., 2023; Rong,
2022; Sart, 2022). Sistem ekonomi digital diterapkan dengan memanfaatkan
teknologi untuk menciptakan sistem ekonomi baru yang lebih efektif dan efisien
(Limna et al., 2023). Masyarakat kini dapat lebih mudah mengakses layanan,
seperti melakukan transaksi secara digital.

Interaksi tatap muka antara pembeli dan penjual tidak lagi diperlukan saat
ini, transaksi digital menyederhanakan seluruh proses jual beli transaksi.
Perkembangan ekonomi digital ini ditandai dengan maraknya transaksi non
tunai, salah satunya melalui penggunaan e-wallet dan e-commerce. E-wallet
saat ini digunakan untuk mengakses pembayaran jual beli berbagai barang dan
jasa secara formal termasuk software, film, e-book, dan lainnya, melalui e-
commerce (Darmayasa dan Kumontoy, 2022; Shrestha et al., 2025; Syifa dan
Tohang, 2020). Transformasi ini terlihat jelas ketika membandingkan dengan
masa lalu. Masyarakat harus mengunjungi toko fisik, sedangkan sekarang

semua bisa dilakukan secara online dengan satu klik. Dalam konteks ini, e-



commerce dan e-wallet telah menjadi pilar utama transformasi digital di
berbagai sektor industri. Transaksi digital melalui e-commerce dan e-wallet
turut mendorong pertumbuhan ekonomi digital. Hal ini sejalan dengan proyeksi
McKinsey Global Institute (MGI) yang memperkirakan Indonesia akan
menghasilkan USD 150 miliar pada tahun 2025 dengan pertumbuhan Produk
Domestik Bruto (PDB) sebesar 10% per tahun jika dapat memanfaatkan
digitalisasi (McKinsey, 2016). Faktanya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP)
melaporkan pendapatan ekonomi digital berhasil meraup sebesar Rp 32,32
triliun rupiah per tanggal 31 Desember 2024 dalam Siaran Pers Nomor SP-
1/2025 (DJP, 2025). Jumlah tersebut merupakan hasil dari Pajak Pertambahan
Nilai (PPN) yang dipungut atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
(PMSE), pajak crypto, pajak fintech (P2P lending), dan pajak yang dipungut
oleh pihak lain menggunakan Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (SIPP)
atas transaksi yang melibatkan pembelian barang dan/atau jasa (DJP, 2025).
Hal ini menunjukkan, bahwa pertumbuhan ekonomi digital yang dilaporkan
oleh DJP sejalan dengan temuan dalam riset e-Conomy SEA 2024 oleh Google,
Temasek, dan Bain dan Company, dengan data pertumbuhan yang stabil di
tahun 2024 senilai 13% dari tahun 2023 (Google et al., 2024). Pertumbuhan ini
tidak terlepas dari peran aktif perusahaan teknologi besar yang memperluas
operasional mereka ke berbagai daerah di Indonesia, yang turut mendorong
pertumbuhan ekonomi lokal dan membuka akses pasar global bagi pelaku usaha
skala kecil melalui pemanfaatan teknologi digital (Purba et al., 2025). Meskipun

penerimaan pajak digital menunjukkan peningkatan signifikan, pertumbuhan



ini justru memunculkan tantangan baru, terutama dalam aspek regulasi dan
perpajakan. Banyak perusahaan multinasional (Multinational Enterprise) yang
kKini menjalankan aktivitas ekonomi lintas negara tanpa memiliki kantor fisik di
negara tujuan, dengan memanfaatkan situs web, aplikasi, atau platform digital
sebagai media distribusi dan promosi (Darmayasa dan Partika, 2024; Jaman dan
Pertiwi, 2023; Partika et al., 2024).

Salah satu contoh nyata tantangan ini adalah Netflix. Netflix adalah layanan
streaming terbesar yang beroperasi di Indonesia tanpa kehadiran fisik. Netflix
menjadi layanan streaming dengan jumlah pengguna di Indonesia diperkirakan
mencapai delapan juta lebih. Pendekatan Netflix mirip dengan televisi karena
menawarkan berbagai acara atau film terkini (Nurhalizah et al., 2023). Untuk
mengakses dan mengunduh setiap acara tv atau film di platform digital Netflix
pengguna hanya perlu membayar sejumlah uang yang telah ditentukan untuk
menjadi anggota. Netflix diklasifikasikan sebagai layanan Over The Top (OTT)
berdasarkan model bisnisnya. Istilah OTT ini mengacu pada media hiburan
online yang materinya dapat diakses melalui internet daripada saluran televisi
atau radio tradisional seperti: Disney+ Hotstar, VIU, Amazon Prime Video,
Catchplay+, HBO GO, Mola TV, Vidio, dan lain-lain (Chatterjee et al., 2025;
Lee dan Lee, 2025).

Ketidakhadiran fisik Netflix di Indonesia membuat sistem pemajakan gagal
mengenakan pajak penghasilan. Di sinilah konsep nexus rule yang diusung
Organisation for Economic Co-operation and Development OECD (2014)

menjadi relevan, karena diungkapkan banyak perusahaan digital yang dapat



menghindari kewajiban pajak di negara tempat mereka beroperasi dengan
memanfaatkan celah hukum dan struktur perusahaan yang kompleks
(Darmayasa dan Sudarma, 2018; Ye dan Li, 2024). Hal ini menyebabkan
hilangnya potensi pendapatan pajak yang signifikan bagi negara terutama
negara berkembang yang bergantung pada pajak untuk pembangunan
infrastruktur dan layanan publik. Isu utama dari tantangan perpajakan di era
digitalisasi ekonomi adalah bagaimana hak pemajakan atas penghasilan yang
berasal dari transaksi lintas negara harus dialokasikan di masing-masing negara.

Upaya reformasi pajak digital melalui nexus rule ini sejalan dengan
kerangka kerja OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS Pilar 1, yang
bertujuan mengurangi penghindaran pajak oleh perusahaan digital. Nexus rule
dapat membantu negara-negara dalam menetapkan hak pemungutan pajak atas
pendapatan yang dihasilkan oleh perusahaan digital, meskipun mereka tidak
memiliki kehadiran fisik di negara tersebut. Selain itu, penerapan nexus rule
juga sejalan dengan upaya global dalam menciptakan sistem perpajakan yang
lebih adil di era ekonomi yang mengalami banyak peralihan. Memastikan
bahwa setiap entitas yang mendapat manfaat dari pasar suatu negara yang
berkontribusi pada sistem pajak lokal. Nexus rule diharapkan dapat
menciptakan transparansi transaksi pajak digital dan mengurangi penghindaran
pajak yang merugikan.

Relevansi penelitian ini semakin meningkat seiring perkembangan
kebijakan pajak global, seperti kerangka kerja OECD/G20 Inclusive

Framework on Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) Pilar 1, yang bertujuan



mengurangi praktik penghindaran pajak melalui penggunaan negara-negara tax
haven dan mereformasi konsep Bentuk Usaha Tetap (BUT). Mengantisipasi hal
tersebut, Indonesia telah menetapkan peraturan pemungutan Pajak Pertambahan
Nilai (PPN) yang dipungut atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
(PMSE) sebagai langkah awal dalam pemajakan transaksi perdagangan melalui
sistem elektronik (Cahyadini et al., 2021). Beberapa negara telah mengambil
langkah unilateral dengan menerapkan Digital Service Tax (DST), Gross-Based
Withholding Taxes, dan Digital Permanent Establishments untuk mengatasi
permasalahan ini, tetapi Indonesia masih belum memiliki kebijakan serupa
secara menyeluruh.

Perusahaan multinasional seperti Netflix, Google, Facebook, Spotify, dan
lainnya secara konsisten tidak dikenai pajak secara optimal karena belum
memadainya mekanisme regulasi untuk mengenakan pajak kepada perusahaan
internasional berskala besar (Mahatma dan Abbas, 2023; Sentosa et al., 2025;
Wandani dan Wijaya, 2023). Penelitian ini bertujuan menemukan skema atau
kebijakan baru untuk pemajakan atas transaksi digital dengan fokus pada
Netflix di Indonesia. Berdasarkan dinamika tersebut, penelitian ini diharapkan
dapat memberikan rekomendasi kebijakan untuk pemungutan pajak sektor

digital yang lebih efektif, adil, dan berkelanjutan.

. Rumusan Masalah

Mencermati uraian latar belakang, permasalahan mengerucut pada
pertumbuhan ekonomi digital yang menimbulkan tantangan dalam menentukan

skema pemajakan yang adil untuk transaksi lintas batas. Peneliti tertarik untuk



melakukan analisis yang lebih teliti terkait platform Netflix yang telah
beroperasi di Indonesia tanpa kehadiran fisik. Meskipun Netflix telah mematuhi
kebijakan PPN PMSE, skema ini belum mencakup pajak penghasilan (PPh)
akibat keterbatasan konsep BUT. Dengan demikian, muncul pertanyaan tentang
bagaimanakah mekanisme pemajakan yang optimal dapat diterapkan pada
pendapatan Netflix, dengan mempertimbangkan efektivitas pemajakan yang
berlaku saat ini dan tanggapan masyarakat terhadap kebijakan pajak digital

tersebut?

. Batasan Masalah

Sebagai upaya menghindari kesalahpahaman pembaca penelitian yang
tidak fokus pada satu tema, pada bagian ini diuraikan batasan masalah yang
memperjelas ruang lingkup dari masalah yang diteliti. Penelitian ini membatasi
ruang lingkup masalah untuk menghindari kesalahpahaman pembaca dan
memfokuskan analisis pada isu pemajakan digital. Sebagai batasan
metodologis, penelitian melibatkan empat kelompok informan utama: Otoritas
Pajak, Akademisi Pajak, Praktisi Pajak, dan Pengguna Netflix, yang dipilih
berdasarkan relevansi perspektif mereka. Fokus studi kasus pada Netflix dipilih
karena platform ini merepresentasikan tantangan pemajakan digital tanpa
kehadiran fisik, sekaligus menjadi subjek kebijakan PPN PMSE. Adapun
penelitian tidak menghitung estimasi potensi pajak hilang karena keterbatasan
data internal perusahaan, sehingga analisis difokuskan pada kebijakan dan

persepsi pemangku kepentingan.



D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.

Tujuan Penelitian
Pemerintah menghadapi tantangan dalam menarik pajak atas transaksi
digital karena ketiadaan regulasi yang memadai dan adanya celah regulasi
yang menghambat pengenaan pajak penghasilan. Penelitian ini bertujuan
untuk menemukan model perpajakan digital yang adil bagi Indonesia,
khususnya untuk platform seperti Netflix. Adanya penelitian ini bertujuan
untuk memberikan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat regulasi
domestik dalam menghadapi tantangan pemajakan ekonomi digital,
sekaligus menjadi bahan pertimbangan dalam forum internasional seperti
OECD. Temuan penelitian ini diharapkan tidak hanya memenuhi tujuan
akademis, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi berbagai pemangku
kepentingan.
Manfaat Penelitian
Berikut adalah manfaat teoretis dan manfaat praktis yang sesuai
dengan tujuan penelitian:
a. Manfaat Teoretis
Fenomena ini membentuk keadilan pajak global semakin menjadi
perdebatan utama di berbagai negara, terutama dalam menghadapi
tantangan perpajakan di era digital. Ketimpangan pemungutan pajak
antara perusahaan digital multinasional dan bisnis konvensional
semakin terlihat, mendorong banyak negara untuk mereformasi sistem

perpajakannya. Penelitian ini akan membuka cakrawala dalam



literatur akademik maupun diskusi lanjut tentang pajak digital,

khususnya pada platform layanan streaming seperti Netflix.

Manfaat Praktis

1y

2)

Bagi Multinational Enterprise (MNE)

Sebagai kontribusi praktis, penelitian ini terutama bermanfaat
bagi Multinational Enterprise (MNE) atau perusahaan
multinasional, yang menghadapi kompleksitas perpajakan lintas
negara. Studi ini menegaskan bahwa model bisnis digital tidak
lagi memungkinkan MNE menghindari pajak hanya dengan
alasan tidak memiliki kehadiran fisik. Dengan demikian,
penelitian ini memberikan panduan praktis bagi MNE dalam

memenuhi kewajiban perpajakan mereka sesuai regulasi yang

berlaku.

Bagi Otoritas Pajak

Indonesia menghadapi tantangan serius dalam pemajakan
ekonomi digital, di mana sistem pajak nasional yang berbasis
BUT konvensional tidak lagi memadai. Fakta bahwa perusahaan
seperti Netflix dapat beroperasi tanpa kewajiban pajak
penghasilan menunjukkan celah penghindaran pajak yang
berpotensi pada kerugian pendapatan pajak. Penelitian ini hadir
sebagai respons terhadap tantangan tersebut, dengan menyajikan
kerangka kebijakan yang dapat membantu DJP dalam dua aspek

sekaligus dengan menutup celah penghindaran pajak dan



3)

4)

menciptakan lingkungan usaha yang setara antara bisnis digital

dan konvensional.

Bagi Politeknik Negeri Bali

Sebagai lembaga terapan pendidikan vokasi, diharapkan
penelitian ini dapat memberikan kontribusi ilmu pengetahuan
bagi seluruh Akademisi Politeknik Negeri Bali. Hasil penelitian
ini dapat dijadikan referensi akademik yang memberikan studi
kasus nyata, bahan sosialisasi atau pelatihan bagi mahasiswa dan
berkontribusi dalam diskusi nasional mengenai pajak digital.
Bagi Mahasiswa

Penelitian ini membuka peluang untuk pengembangan studi
lanjutan dengan variasi subjek penelitian. Bagi mahasiswa,
temuan ini memberikan insight praktis tentang implikasi pajak
digital pada layanan yang mereka gunakan. Lebih dari itu, pola
penelitian ini dapat menjadi model untuk mengembangkan studi-
studi serupa yang mengeksplorasi aspek berbeda dari ekonomi

digital.
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BAB YV

PENUTUP

A. Simpulan

Sampailah tulisan ini pada benang merah penelitian dengan menjawab
pertanyaan penelitian berupa penemuan model atau skema perpajakan digital
seperti Netflix yang adil bagi Indonesia. Peneliti menggunakan teori The Four
Maxim, State Sovereignity Theory, OECD, dan Otoritas Pajak di Indonesia,
dengan teknik analisis tematik, dapat disimpulkan merujuk pada pembahasan
bahwa saat ini idealnya dilakukan melalui pendekatan penyempurnaan terhadap
sistem yang sudah ada, bukan dengan mengganti secara keseluruhan sebagai
solusi jangka pendek. PPN PMSE telah berhasil menjangkau perusahaan digital
asing seperti Netflix dalam aspek konsumsi. Namun, kebijakan ini belum
menyentuh Pajak Penghasilan (PPh) karena keterbatasan konsep Bentuk Usaha
Tetap (BUT) yang masih berlandaskan kehadiran fisik.

Keterbatasan ini menunjukkan perlunya pendekatan baru seperti Significant
Economic Presence (SEP), yang memungkinkan pemajakan berbasis nilai
ekonomi yang diciptakan di Indonesia, terlepas dari kehadiran fisik.
Implementasi SEP memerlukan reformasi kerangka hukum domestik, termasuk
revisi klausul dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B), serta
dukungan terhadap konsensus internasional seperti Pilar 1 OECD dan Pilar 2
OECD. Selain reformasi hukum, perlu adanya kerja sama dengan Kementerian
Komunikasi dan Digital (Komdigi). Tujuan dari kerja sama ini adalah untuk

memunculkan presensi agar Netflix menghadirkan BUT di negara Indonesia,
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dengan cara pemblokiran sementara akses Netflix di Indonesia. Komdigi tidak
mampu untuk sepihak dalam menghentikan layanan OTT, namun ketika
layanan OTT tersebut melanggar aturan yang berlaku dapat dilakukannya
teguran, pemblokiran sementara dan lainnya sesuai aturan yang berlaku. Jika
hal ini tidak mampu dalam menarik pajak digital dari pajak penghasilan, maka
diperlukan opsi Pilar 2 OECD. Pilar 2 ini mengatur bagi perusahaan
multinasional yang memiliki pendapatan tahunan minimal 750 euro setara
dengan Rp 12,5 triliun. Perusahaan multinasional yang memenuhi kriterianya
akan dikenakan pajak minimum sebesar 15% dari pendapatan yang diperoleh di
negara sumber.

Selain saran yang dipaparkan, edukasi publik juga penting untuk
meningkatkan kesadaran pajak digital, sehingga masyarakat memahami
kontribusi mereka sebagai konsumen sekaligus mendorong kepatuhan wajib
pajak. Meskipun, PPN PMSE menjadi langkah awal yang positif, ketimpangan
pemajakan masih terjadi karena Netflix sebagai perusahaan digital belum
dikenai PPh secara optimal. Temuan ini mempertegas urgensi kebijakan pajak
digital yang lebih adaptif, inklusif, dan berkeadilan di masa depan.

Dapat disimpulkan jika Indonesia tetap mempertahankan prinsip-prinsip
dasar perpajakan yang berlaku, namun bersikap fleksibel terhadap
perkembangan ekonomi digital, Indonesia dapat memperkuat kebijakan PPN
PMSE untuk menunggu kelanjutan dari konsensus global, tanpa menimbulkan

konflik hukum atau mengganggu hubungan kerja sama internasional.
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B. Implikasi

Penelitian ini digagas dan dipersembahkan untuk mengungkapkan skema
perpajakan baru digital untuk layanan streaming Netflix. Terungkapnya
hambatan dari peraturan yang menjadikan skema ini belum bisa dibentuk kuat,
karena masing-masing informan mengatakan langkah dijalankannya PPN
PMSE masih cukup untuk menarik pajak untuk layanan digital yang beredar
saat ini. Walaupun dibilang baru permukaan, namun peningkatan penerimaan
dari PPN PMSE ini meningkat tiap tahunnya, membuktikan bahwa adanya
regulasi PPN PMSE ini sudah cukup akurat. Melihat dari peraturan domestik
hingga luar, PPN PMSE menjadi jalan aman agar tidak terjadi keributan antara
negara satu dan yang lainnya.

Berangkat dari implikasi teoretis menuju implikasi praktis, yang disajikan
menjadi 5 (empat) bagian meliputi otoritas pajak, wajib pajak, akademisi pajak,
praktisi pajak serta tambahan implikasi dari Komdigi. Pertama implikasi praktis
bagi otoritas pajak, DJP dapat mempertimbangkan perumusan peraturan
sehingga tidak ada celah perusahaan digital seperti Netflix tidak membayar
sepeser apa pun pajak. Keterlibatan aktif dalam perundingan internasional juga
diperlukan untuk mengetahui sudah sejauh mana konsep-konsep OECD
dikemukakan. Kedua implikasi bagi wajib pajak khususnya MNE, membuka
cakrawala baru bahwa tidak ada celah lagi MNE untuk memperdaya peraturan
lokal untuk tidak bisa dipajaki, karena diawasi dengan sangat penuh. Ketiga,

bagi pihak akademisi sebagai jembatan teoretis dari skema pemajakan digital



58

untuk tetap selalu aktif dalam perkembangan dari segi peraturan nasional
maupun internasional.
. Saran
Berdasarkan temuan dan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti
menyampaikan beberapa saran yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait.
Saran ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan
kebijakan, pengembangan studi lanjutan, serta peningkatan kesadaran dan
pemahaman publik terhadap isu perpajakan digital, khususnya terkait layanan
Over The Top (OTT) seperti Netflix di Indonesia. Peneliti merumuskan saran
yang ditujukan kepada empat pihak utama, yang disusun secara terstruktur
sebagai berikut:
1. Otoritas Pajak
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai otoritas pemungut pajak di
Indonesia diharapkan dapat terus memperkuat kebijakan dan infrastruktur
yang mendukung pemajakan atas aktivitas ekonomi digital. Meskipun
penerapan PPN PMSE telah menunjukkan hasil positif dalam menjangkau
transaksi digital lintas negara, langkah selanjutnya yang perlu
diprioritaskan adalah pengembangan kerangka pemajakan atas
penghasilan perusahaan digital asing.
DJP perlu melakukan evaluasi terhadap perjanjian penghindaran
pajak berganda (P3B) yang masih mengandalkan konsep BUT
konvensional, serta menjalin kerja sama lebih intensif dengan organisasi

internasional seperti OECD dalam proses harmonisasi kebijakan
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perpajakan digital global. Di sisi lain, peningkatan literasi dan edukasi
publik mengenai pajak digital juga penting dilakukan, agar masyarakat
sebagai konsumen memahami struktur biaya layanan digital yang mereka
gunakan dan turut mendukung peningkatan kepatuhan pajak secara
sukarela. DJP disarankan segera menyusun pedoman internal terkait
pemajakan digital berbasis SEP sebagai antisipasi keterlambatan Pilar 1
OECD.
Kementerian Komunikasi dan Digital

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sebagai instansi
yang memiliki tugas di bidang komunikasi dan digital diharapkan dapat
menjalin kerja sama strategis dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP)
dalam upaya pengenaan Pajak Penghasilan atas layanan Over-The-Top
(OTT) seperti Netflix. Bentuk kerja sama ini dapat mencakup pengawasan
terhadap operasional OTT lintas negara, termasuk opsi penangguhan
sementara akses layanan sebagai langkah penegakan hukum, hingga
mendorong pemenuhan kriteria Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia.
Meskipun demikian, perlu diperhatikan bahwa kebijakan ini berpotensi
menghadapi tantangan pada aspek kekuatan diplomasi internasional,
khususnya dalam bernegosiasi dengan negara asal perusahaan, seperti
Amerika Serikat.
Multinational Enterprise (MNE)

Perusahaan digital asing yang memperoleh penghasilan dari pasar

Indonesia, seperti Netflix dan platform Over The Top (OTT) lainnya,
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diharapkan dapat menunjukkan komitmen terhadap kepatuhan fiskal
secara transparan dan bertanggung jawab. Meskipun saat ini pengenaan
Pajak Penghasilan (PPh) masih terkendala oleh batasan regulasi seperti
ketiadaan Bentuk Usaha Tetap (BUT), perusahaan sebaiknya tetap proaktif
dalam menjalin komunikasi dengan otoritas pajak Indonesia serta bersedia
mengikuti perkembangan kebijakan yang sedang dirumuskan. Selain itu,
perusahaan digital juga disarankan untuk menyampaikan informasi biaya
dan komponen pajak secara lebih terbuka kepada pengguna di Indonesia,
guna mendorong transparansi dan meningkatkan kesadaran konsumen
terhadap kontribusi fiskal. Dengan bersikap kooperatif, perusahaan tidak
hanya akan memperkuat reputasinya sebagai pelaku usaha yang
bertanggung jawab, tetapi juga mendukung terciptanya sistem perpajakan
yang adil dan berkelanjutan di era ekonomi digital global.
Politeknik Negeri Bali

Sebagai institusi pendidikan vokasi yang menyiapkan lulusan siap
pakai di bidang akuntansi dan perpajakan, Politeknik Negeri Bali
diharapkan dapat memperkuat kurikulum yang relevan dengan isu-isu
perpajakan digital dan ekonomi global. Materi terkait perpajakan
internasional, ekonomi digital, serta perkembangan kebijakan OECD perlu
diintegrasikan dalam mata kuliah, baik secara teoritis maupun aplikatif,
agar mahasiswa mampu menghadapi tantangan dunia kerja yang semakin
kompleks. Disarankan agar akademisi turut aktif dalam diskusi publik,

forum ilmiah, dan kerja sama dengan otoritas perpajakan untuk
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memberikan masukan berbasis riset. Dengan demikian, sinergi antara
akademisi, pembuat kebijakan, dan pelaku usaha dapat memperkuat posisi
Indonesia dalam menghadapi tantangan ekonomi digital lintas yurisdiksi.
Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini memiliki keterbatasan terutama pada aspek kajian
ketentuan penerapan Pilar 1 dan Pilar 2 OECD. Apabila penerapan Pilar 1
dan Pilar 2 tidak memberikan hasil yang optimal, penelitian selanjutnya
disarankan untuk melakukan kajian terhadap opsi alternatif di luar cakupan
kedua pilar tersebut. Kajian tersebut diharapkan dapat menghasilkan
rekomendasi kebijakan yang lebih adil, setara, dan selaras dengan prinsip
kepastian hukum di Indonesia.

Keterbatasan lainnya, penelitian ini menggunakan pendekatan
kualitatif dengan studi kasus interpretatif, sehingga hasilnya belum dapat
digeneralisasi secara luas. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan
pendekatan kuantitatif atau metode campuran (mixed methods) untuk
memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas
kebijakan pajak digital terhadap entitas luar negeri seperti Netflix. Selain
itu, memperluas objek penelitian ke platform digital lain seperti Spotify,
YouTube Premium, atau aplikasi fintech juga diharapkan dapat
memperkaya literatur dan memberikan kontribusi yang lebih besar dalam
penyusunan kebijakan perpajakan digital yang adil, berkelanjutan, dan

kontekstual bagi Indonesia.
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